
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
· NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG 

Menimbang 

Mengingat 

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa tarif 

retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan 
perkembangan ekonomi, yang dalam pelaksanaannya 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk mengoptimalkan 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari obyek 

retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian 

Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5317); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041}; 



Menetapkan 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2011 Nomor 21); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13); 

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 
Kabupaten Bojonegoro; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BOJONEGORO NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian 

terhadap tarif Retribusi Jasa Usaha atas obyek retribusi, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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Pasal 2 

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

adalah penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif 
retribusi: 

a . Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) kurang atau sama dengan 3.500 kg 

sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) 

untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; 

b. Kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang 

diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sebesar 

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 

6 ( enam) bulan; dan 

c. Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar 

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 

6 (enam) bulan. 

Pasal3 

Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tanggal 

d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 6 Januari 2020 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

DR. Hj. ANNA MU' AWANAH 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 6 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Dra. NURUL AZIZAH, MM 

DERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 1. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIS D RAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Dra. NURUL AZIZAH, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19690405 198809 2 001 


